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PERATURAN 

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 

NOMOR 16 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELAPORAN GRATIFIKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, serta mempunyai nilai integritas, 

kapabilitas, sinergi, dan komitmen, Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan telah menetapkan 

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan; 

b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan pelaporan 

gratifikasi, Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan tentang Pelaporan Gratifikasi; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5164); 

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
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48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284); 

6. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1471); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI 

KEUANGAN TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang 

selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen 

yang dibentuk dalam rangka mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang. 

2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam 

rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 

sesuai dengan Undang-Undang mengenai Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3. Pimpinan PPATK adalah Kepala dan Wakil Kepala PPATK. 

4. Pegawai PPATK adalah pegawai sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai sistem kepegawaian PPATK. 

5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni 

meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), 

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, 
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dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri 

maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik. 

6. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 

UPG adalah unit yang dibentuk untuk melakukan fungsi 

pengendalian Gratifikasi. 

7. Penerima Gratifikasi adalah Pimpinan PPATK dan 

Pegawai PPATK yang menerima Gratifikasi. 

8. Pelapor Gratifikasi adalah Penerima Gratifikasi yang 

menyampaikan laporan Gratifikasi. 

9. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai PPATK 

yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

serta jabatannya. 

10. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pimpinan 

PPATK dan Pegawai PPATK memiliki atau patut diduga 

memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap 

penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 

11. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi 

informasi lengkap penerimaan atau penolakan Gratifikasi 

yang dituangkan dalam formulir pelaporan Gratifikasi 

oleh Pelapor Gratifikasi. 

12. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang 

diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, 

bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar 

biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau 

kepatutan. 

13. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, 

tarif, dan indeks yang berlaku di lingkungan PPATK. 

14. Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan 

PPATK. 

 

Pasal 2 

Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk mendorong 

pelaksanaan pelaporan Gratifikasi pada unit kerja masing-

masing. 
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BAB II 

KEWAJIBAN PIMPINAN PPATK DAN PEGAWAI PPATK 

 

Pasal 3 

(1) Pimpinan PPATK dan Pegawai PPATK yang menerima 

Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima. 

(2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan 

jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya, Pimpinan PPATK dan Pegawai PPATK wajib 

menolak Gratifikasi. 

(3) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) termasuk juga Gratifikasi yang tidak dapat ditolak. 

(4) Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) merupakan Gratifikasi yang 

memenuhi kondisi: 

a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;  

b. pemberi Gratifikasi tidak diketahui;  

c. Penerima Gratifikasi ragu dengan kategori 

Gratifikasi yang diterima; dan/atau 

d. terdapat kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan 

rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan 

diri sendiri, karier penerima, atau ancaman lain. 

 

Pasal 4 

Pimpinan PPATK dan Pegawai PPATK dapat melaporkan 

penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2). 

 

Pasal 5 

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi: 

a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, 

bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak 

angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, 

kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang 

tidak terdapat konflik kepentingan; 
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